
BUPATI GROBOGAN 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI GROBOGAN 
NOMOR 61 TAHUN 2023 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 54 TAHUN 2021 
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN 

DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANANTERPADU SATU PINTU 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

BUPATI GROBOGAN, 

a. bahwa pelayanan publik diselenggarakan dalam rangka 
memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga 
negara guna terwujudnya tujuan negara sebagaimana 
diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan kepada 
masyarakat khususnya yang terkait dengan pelayanan 
perizinan dan non perizinan, diperlukan optimalisasi 
dalam penggunaan Mal Pelayanan Publik Digital, 
penyelenggaraan Tim Teknis, mekanisme 
penandatanganan dan pengawasan; 

c. bahwa Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2021 
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan 
Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 
sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum sehingga 
perlu dilakukan penyesuaian; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2021 tentang 
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan 
dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
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telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

4 . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 686 7); 

5. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2021 tentang 
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan 
dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah 
Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 54); 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 54 TAHUN 2021 
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN 
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU. 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 
54 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan 
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 54) 
diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan. 
2. Bupati adalah Bupati Grobogan. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

5 . Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP 
adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang penanaman modal 
dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

6. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah 
yang membidangi sektor perizinan berusaha berbasis 
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risiko, penz1nan non berusaha dan non penz1nan 
tertentu sesuai dengan peraturan perundang­
undangan. 

7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya 
disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi 
dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap 
permohonan sampai dengan tahapan penyelesaian 
produk pelayanan terpadu satu pintu. 

8 . Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan 
usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha 
sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. 

9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang 
atau pelaku usaha/kegiatan tertentu yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah baik dalam 
bentuk izm dan/ atau noniz1n sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

10. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada 
orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam 
bentuk tanda daftar, rekomendasi, kemudahan 
pelayanan, fasilitas fiskal, informasi, fatwa atau 
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat 
NIB adalah bukti registrasi/ pendaftaran pelaku 
usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai 
identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan 
kegiatan usahanya. 

12. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang 
selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi 
yang diatur oleh lembaga pemerintah 
nonkementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang statistik. 

13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan 
kepada pelaku usaha untuk memulai dan 
menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya. 

14. Perizinan Non Berusaha adalah legalitas yang 
diberikan kepada Pelaku U saha untuk memulai dan 
menjalankan non usaha dan/atau kegiatannya. 

15. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan 
Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. 

16. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik ( Online Single Submission) yang 
selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem 
elektronik terintegrasi yang dikelola dan 
diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk 
penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

1 7. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk 
Publik yang selanjutnya disebut SiCANTIK adalah 
sistem cloud yang dikelola oleh Kepala DPMPTSP 
Kabupaten Grobogan. 

18. Mal Pelayanan Publik Digital adalah sebuah aplikasi 
sistem elektronik yang bertujuan untuk 
mengintegrasikan berbagai layanan publik secara 
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digital, agar dapat diakses oleh masyarakat dengan 
mudah. 

19. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang 
terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, 
terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik 
lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan 
autentifikasi. 

20. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non 
perseorangan yang melakukan usaha dan/ atau 
kegiatan pada bidang tertentu. 

21. Pendelegasian adalah pelimpahan/ penyerahan 
kewenangan, tugas, hak, kewajiban dan 
pertanggungjawaban Perizinan Berusaha Berbasis 
Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan 
termasuk penandatanganannya dari pejabat 
pemerintahan yang lebih tinggi kepada pejabat 
pemerintahan yang lebih rendah sebagai penerima 
delegasi. 

22. Pelayanan Secara Elektronik adalah pelayanan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non 
Berusaha dan Non Perizinan yang diberikan melalui 
PTSP secara elektronik. 

23. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat 
elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik 
dan identitas yang menunjukan status subyek 
hukum para pihak dalam transaksi yang dikeluarkan 
oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik. 

24. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk 
sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan 
PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan 
rekomendasi atas penerbitan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non 
Perizinan. 

25. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal 
yang merupakan kesatuan baik yang melakukan 
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau 
badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam 
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana 
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 
organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk hukum 
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 
bentuk usaha tetap. 

2 . Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 9 diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9 
( 1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

huruf a meliputi persyaratan dasar Perizinan 
Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber 
KBLI, Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan 
berusaha dan Perizinan Non Berusaha. 
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(2) Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
huruf b meliputi surat keterangan penelitian dan 
kuliah kerja nyata. 

(3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha, Perizinan 
Berusaha Ber basis Risiko her KBLI, Perizinan 
Berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
melalui Sistem OSS. 

(4) Perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilaksanakan melalui SiCANTIK atau 
MPP Digital. 

3. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 11 diubah dan 
diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni 
ayat (4a) sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 11 
(1) Kepala DPMPTSP dalam melaksanakan 

kewenangannya dibantu oleh Tim Teknis. 
(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan bentuk penugasan pejabat dan/atau 
Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah Teknis yang 
secara administratif berada pada Perangkat Daerah 
yang menugaskan. 

(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berwenang untuk memberikan saran, rekomendasi 
atau pertimbangan teknis mengenai diterima atau 
ditolaknya suatu permohonan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non 
Perizinan. 

(4) Kewenangan Tim Teknis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) untuk Perizinan Berusaha Berbasis 
Risiko di bawah koordinasi Perangkat Daerah Teknis. 

(4a) Kewenangan Tim Teknis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) untuk Perizinan Non Berusaha dan Non 
Perizinan di bawah koordinasi DPMPTSP. 

(5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 14 
( 1) Penandatanganan dokumen Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non 
Perizinan dilaksanakan secara elektronik. 

(2) Dalam hal tanda tangan secara elektronik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum 
mendapatkan Sertifikat Elektronik dari Lembaga 
Negara yang berwenang menerbitkan Sertifikat 
Elektronik, maka dokumen Perizinan Non Berusaha 
dan Non Perizinan ditandatangani secara manual 
dibubuhi stempel basah. 

(3) Dokumen Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi 
pengaman berupa QR Code. 
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5. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) 
ayat, yakni ayat (la) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 15 
(1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara 
administratif, sedangkan tanggung jawab teknis 
berada pada Perangkat Daerah Teknis. 

( 1 a) Pengawasan Perizinan Berusaha Ber basis Risiko 
dikoordinatori oleh DPMPTSP melalui Sistem OSS 
dengan melibatkan Perangkat Daerah Teknis. 

(2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan 
dan Non Perizinan dilakukan dan menjadi tanggung 
jawab Perangkat Daerah Teknis, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Grobogan 
Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan 
Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada 
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 
2021 Nomor 54) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan. 

Ditetapkan di Purwodadi 
pada tanggal 28 DQSQ.t\-)loclr- .202; 

BUPATI GROBOGAN 

TTD 

SRI SUMARNI 
Diundangkan di Purwodadi 
pada tanggal 29 ~~:w· .202~ 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN GROBOGAN 

TTD 

ANANG ARMUNANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023 NOMOR Si 

Sa.Haan se uai dengan aslinya 
KEPAi ~ l'Ul<1J'M 

SE1'DA U!-. TEN GROBOGA..'f 


